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Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan
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Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada
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hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis
Panjatkan kehadirat Allah SWT untuk Ayahanda Ngadimin dan Ibunda Sri
Hartati Terima kasih atas kasih sayang dan doanya, didikan, nasehat dan
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PUTUSAN
Nomor 52 PK/Pid/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali

yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama . LYDIAWATI DAKHI;

Tempat lahir . P.Tello;

Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/28 Desember 1961;

Jenis kelamin :  Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal . Puri Jimbaran Blok E6 E Nomor 8, RT. 012,

RW. 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan
Pademangan, Jakarta Utara;
Agama . Katholik;
Pekerjaan . Wiraswasta;
Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP juncto Pasal 56 ke-2
KUHP;

ATAU;

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Utara tanggal 13 April 2021 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LYDIAWATI DAKHI terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum bersalah telah “Pembantuan tindak pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 juncto Pasal 56
ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LYDIAWATI DAKHI
selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama
Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buanh troli;

satu) buah kunci pas Nomor 10;

)

satu) buah tang warna merah,;

satu) buah linggis ukuran panjang 60 cm;

1(

(

(satu) buah obeng min;

(

(satu) buah palu bergagang kayu warna cokelat;
(

1
1
1
1
1

satu) set lemari pajangan ruang tamu warna cokelat;

©® N o gk~ 0w N =

1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pembelian 1 (satu) unit
rumah yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah Il Blok E6 Nomor
3 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang
ditandatangani oleh Sdri. LYDIAWATI DAKHI,

9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA (asli) sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA (asli) sebesar
Rp6.926.377.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam
juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

11. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor
001/SK/LD/I/2019 (asli);

12. 1 (satu) bundel Surat Akta Jual Beli Nomor 11/2019 dari
Notaris/PPAT YAN ARMIN, SH (asli);

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa

FATROKHI alias ROY Bin SAIL;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022
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Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
4/Pid.B/2021/PN Jkt Utr, tanggal 19 Mei 2021 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LYDIAWATI DAKHI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Sengaja membantu
pencurian”;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa LYDIAWATI tersebut di atas
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari
ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana
melakukan suatu delik sebelum lewatnya masa percobaan selama 6
(enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah ftroli;

1 (satu) buah kunci pas Nomor 10;

1 (satu) buah tang warna merah;

1 (satu) buah obeng min;

1 (satu) buah linggis ukuran panjang 60 cm;

1 (satu) buah palu bergagang kayu warna cokelat;

1 (satu) set lemari pajangan ruang tamu warna cokelat;

© N o o bk~ 0w Dd =

1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pembelian 1 (satu) unit
rumah yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah Il Blok E6 Nomor
3 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang
ditandatangani oleh Terdakwa LYDIAWATI DAKH],

9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA (asli) sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA (asli) sebesar Rp6.926.
377.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga
ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

11. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor

001/SK/LD/I/2019 (asli);
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12. 1 (satu) bundel Surat Akta Jual Beli Nomor 11/2019 dari
Notaris/PPAT YAN ARMIN, SH (asli);

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fatrokhi

alias Roy bin Sail;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
159/P1D/2021/PT DKI, tanggal 29 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.B/
2021/PN Jkt Utr, tanggal 19 Mei 2021, yang dimohonkan banding;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid/2021 tanggal
15 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
159/P1D/2021/PT DKI, tanggal 29 Juli 2021 yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.B/2021/PN Jkt Utr, tanggal
19 Mei 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tngkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta
Pid.B/2021/PN Jkt Utr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022
Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Maret 2022 dari

Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang
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diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28

Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 5 Maret
2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali
selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana sebagaimana memori peninjauan kembali pada
pokoknya mengenai:

1. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak
adanya unsur kesalahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

2. Bahwa putusan Judex Juris tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian
hukum;

- Bahwa terhadap alasan pada ad.1 Majelis Hakim Peninjauan Kembali
mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai kekhilafan Hakim atau
kekeliruan yang nyata karena tidak adanya unsur kesalahan yang
dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai
perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dibenarkan
karena perbuatan Terdakwa yang memberikan ijin kepada Saksi
Fatrokhi untuk mengambil kloset, pintu dan lemari adalah perbuatan
yang disadari oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ketika
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkomunikasi dengan
Saksi Fatrokhi melalui telepon pada tanggal 7 Februari 2019 sekitar

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak
memberitahukannya kepada Hendra selaku pembeli rumah Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana, sementara yang diberikan ijin oleh
Hendra untuk dibongkar hanya sebatas AC saja;

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, jual beli
rumah beserta dengan isinya yang dilakukan antara Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Hendra adalah meliputi
“Sebuah bangunan dan segala sesuatu yang telah atau akan
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang
menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang, dianggap
sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan”
sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 11/2019 yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan
Kembali dan Hendra qq. Gabriel Garlycia, sehingga barang-barang
yang tidak dimintakan ijin untuk dibongkar dan diambil tersebut
tentunya sebagaimana Akta Jual Beli a quo adalah milik dari Hendra
yang kemudian ternyata diberikan ijin untuk diambil oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana tanpa seijin maupun persetujuan dari
Hendra, maka oleh karenanya alasan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali pada ad.2 Majelis Hakim
Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa alasan
peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana
tersebut tidak dapat dibenarkan karena baik Judex Facti maupun Judex
Juris telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis
yang terungkap di muka persidangan dengan seksama secara tepat dan
benar, lagi pula alasan tersebut tidak termasuk dalam materi
pemeriksaan pada peninjauan kembali, berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas maka alasan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dan haruslah
ditolak;

- Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali Pemohon
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Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak
termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh
karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c
KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)
huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak
dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap
berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara
pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat 362 KUHP juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana LYDIAWATI DAKHI tersebut;

3 Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali
tersebut tetap berlaku;

- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada
pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro,

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan H. Dwiarso Budi
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Santiarto, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-
Hakim Anggota serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,
M.H.
Ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarto, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP 196001211992121001
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